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Skripsi ini mengambil judul “Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan
Sekolah berprestasi SD Induk Ungaran, tahun 2010-2017” Pokok permasalahan yang
dibahas adalah peran serta masyarakat terhadap SD Induk Ungaran, sehingga
mencapai sekolah berprestasi.

Pendidikan sekolah dasar (SD) merupakan jenjang dasar bagi peserta didik
dalam menempuh pendidikan. Pendidikan di sekolah dasar mempunyai kontribusi
dalam membangun dasar pengetahuan siswa untuk digunakan pada pendidikan
selanjutnya, oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar harus
berjalan optimal. Sekolah Dasar Negeri Induk Ungaran, sekolah ini merupakan
sekolah dasar di bawah naungan UPTD Pendidikan Kecamatan Ungaran Barat Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. SDN Ungaran 01 merupakan
gabungan dari tiga sekolah, yaitu SDN Ungaran 01, SDN Ungaran 03, SDN Ungaran
06, terletak di satu wilayah di JI. Diponegoro Ungaran, sangat terkenal dengan
segudang prestasi yang sangat membanggakan. Hal ini terlihat dari piala-piala yang
berdiri rapi di dalam satu ruangan khusus, lebih dari seribu (1000) dan paiagam.
Sampai saat penelitian ini diteliti, prestasi dan kualitas dari SDN Ungaran 01 tetap
terjaga eksistensinya.

Dalam menerapkan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh
pemerintah, terdapat keterbatas biaya dan kurang tersedianya sarana dan prasarana
maka dari itu pihak sekolah pun membuat suatu lembaga atau organisasi dengan
nama Komite Sekolah yang beranggotakan para orang tua murid, para guru, tokoh
pendidikan, dan tokoh masyarakat. Komite sekolah merupakan sebuah lembaga yang
menjadi wadah dari peran serta masyarakat dalam membantu pengembangan
sekolah.

ABSCTRACT
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This research has topic about “The Role of Society for Developing SD Induk
Ungaran achievement from 2010-2017” The main problem that have been researched
the role from society to SD Induk Ungaran, until become prestigious school

Primary School (SD) education is the primary stage for education for
participant when taking education Primary School (SD) education have contributed
for building primary knowledge to student, this primary knowledge will be used for
the next level of education, and because of that implementation for study in primary
school has to be optimum. In Ungaran regency there is nation primary school its
name is SD Induk Ungaran 01, this school is primary school under direction of
UPTD Education West Ungaran, Ministry Education and Culture Semarang
Regency. SDN Ungaran 01 is very famous with a lot of proud achievement and that
things could be seen from many cups in the designed room and until today the
quality and achievement of SDN Ungaran 01 still exist

The Implementation of Nation Education Standard by the government, like
the limited of fund and the less availability school infrastructure and because of that
the school management form a organization while the organization itself named
School Committee, the member of school committee is from the student family and
the teacher. School Committee is a organization to coordination the role of society
for developing school
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Salah satu hak yang dimiliki seorang warga negara Indonesia adalah hak untuk
mendapatkan pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Amandemen UUD 1945
Pasal 31 ayat (1). Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan,
menyediakan, dan menyelenggarakan pendidikan, tersebut diperkuat dengan ayat (2)
yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya. Posisi pemerintah dalam hal memenuhi hak
pendidikan bagi rakyatnya mengacu kewajibannya menyediakan sarana dan fasilitas
pendidikan untuk rakyatnya, serta menjamin rakyat mendapat kemudahan mengakses
pendidikan.!

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan
mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia
yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif,
dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Pendidikan
merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi,
budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Dapat dikatakan juga bahwa pendidikan merupakan suatu aspek yang harus
dipikirkan demi keberlangsungan sebuah negara.?

'Gunawan A. H., Kebijakan-kebijakan Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta,
1995), hal.21.

2Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan; Konsep, Teori dan
Model (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), him. 81.
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Di era global untuk dapat berkembang dan bersaing di setiap aspek kehidupan
tidak hanya dibutuhkan keunggulan komparatif saja, tetapi juga keunggulan
kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan nilai lebih yang harus ada.
Keunggulan kompetitif  ini mulai terbentuk dari pendidikan sejak dini yaitu
pendidikan sejak sekolah dasar.® Pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang
dasar bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan. Pendidikan di SD mempunyai
kontribusi dalam membangun dasar pengetahuan siswa untuk digunakan pada
pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran di SD harus
berjalan optimal.* Selain itu pemerintah pun membuat program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun, yang tercantum di dalam Undang-undang
Pendidikan Nasional No. 2/1989. Program ini dibuat agar upaya meningkatkan taraf
kehidupan rakyat dengan mewajibkan warga negara Indonesia berusia 7-12 tahun
dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar enam tahun di Sekolah Dasar
dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama secara merata®. Tidak relevan bila di
zaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang mengalami buta huruf dan
tidak bersekolah dan agar pemerintah mempunyai penerus bangsa sekaligus
meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Program wajib
belajar sembilan tahun telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 1994 dan
direncanakan tuntas pada tahun 2008. Suksesnya program ini ditandai dengan
tercapai angka 95 persen pada tahun 2008. Program wajib belajar sembilan tahun
yang dikeluarkan pemerintah melalui Inpres No.1 tahun 1994 pada tanggal 15 April,
bukanlah program pertama yang dilakukan oleh pemerintah, nampaknya merupakan
kelanjutan program wajib belajar enam tahun yang telah sukses dilakukan®. Dengan

adanya program wajib belajar dari pemerintah ini, maka standar yang dimiliki oleh

SH.A.R. Tilaar, Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-
1995: Suatu Analisis Kebijakan (Jakarta: Grasindo, 1995), him. 30.

*K. A. Aka, “Model Quantum Teaching dengan Pendekatan Cooperative
Learning untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn”, Jurnal Pedagogia, Vol
V No.1, ISSN 2089-3033, him 35-46.

Marlan Harahap, “Wajib Belajar 9 Tahun” dalam Selintas Pendidikan
Indonesia Di Awal Tahun 2003: Tujuh Isu Pendidikan (Jakarta: Pusat Data dan
Informasi Balitbang Depdiknas, 2003), him. 45.

®Marlan Harahap, Wajib Belajar 9 Tahun, him. 53.
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pihak sekolah pun juga harus dikuasai dengan baik, agar anak didik bisa memiliki
kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Standar yang dibicarakan ialah bukan hanya
standar dari pihak pengajar, kurikulum, namun juga dari sarana dan prasarana
sekolah yang tersedia. Dengan kata lain sekolah di Indonesia harus memiliki
beberapa standar yang menjadi ketetapan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya. Ketetepan pemerintah tersebut tercantum
dalam Undang-undang No.20 tahun 2003’

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem
pendidikan yang dimiliki pemerintah Indonesia. Ada beberapa standar yang harus
dimiliki oleh satuan pendidikan yang ada di Indonesia:

1. Standar Kompetensi Lulusan
. Standar Isi

. Standar Proses

2
3
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasana
6. Standar pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan

8. Standar Penilaian Pendidikan
Tujuan dan fungsi pemerintah dalam membentuk Standar Nasional Pendidikan ialah
sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan,
demi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,® membentuk karakter serta
peradaban bangsa yang bermatabat sesuai dengan kebutuhan dan perubahan
kehidupan nasional dan global. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu
pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi,

dan sertifikasi.

"“Standar Nasional Pendidikan”, http://bsnp-indonesia.org/standar-nasional-
pendidikan/, diakses pada 20 Maret 2019.

®Badan Standar Pendidikan Nasional,
(http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php, diakses pada 20 Maret 2019.)



http://bsnp-indonesia.org/standar-nasional-pendidikan/
http://bsnp-indonesia.org/standar-nasional-pendidikan/
http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php
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Namun ada berbagai kendala yang dialami oleh beberapa sekolah dalam
menerapkan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti
terbatasnya biaya dan kurang tersedianya sarana dan prasarana, maka dari kendala
tersebut pemerintan melakukan kebijakan menyediakan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) untuk diberikan kepada sekolah-sekolah negeri untuk membantu
penyelenggaraan sekolah, tetapi dari dana BOS yang diberikan oleh pemerintah tidak
dapat digunakan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang
seharusnya menjadi salah satu poin penting dalam menerapkan Standar Nasional
Pendidikan. Maka dari itu pihak sekolah pun membuat suatu lembaga atau organisasi
yang dikenal dengan nama Komite Sekolah yang beranggotakan para orangtua
murid, para guru, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan.” Komite Sekolah
merupakan suatu badan mandiri yang memberi manfaat terhadap pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan. Komite Sekolah dibentuk berdasarkan musyawarah
yang demokratis oleh para stake-holder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap
peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Tujuan di bentuknya Komite
Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang
mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas
sekolah.’® SDN Ungaran 01 yang penulis bahas dalam skripsi ini pun mempunyai
sebuah Komite Sekolah. Komite Sekolah yang dimiliki SDN Ungaran 01, anggota
komite yang berasal dari perwakilan orang tua siswa berasal dari, paguyuban-
paguyuban kelas per kelas yang seluruh anggota, yang dipilih berasal dari anggota
paguyuban itu sendiri. Alasan dibentuk Komite Sekolah khususnya SDN Ungaran
01, agar kegiatan para siswa tetap terkontrol sesuai dengan aturan dan memudahkan
atau membantu kegiatan para siswa dalam hal dana atau biaya.™

Dalam skripsi ini dibahas salah satu sekolah tepatnya di Kabupaten
Semarang, Ungaran, tepatnya terdapat sekolah Negeri SD Negeri Induk Ungaran 01.

Anonim, Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, (Jakarta:
Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah, 2009), him. 23.

%wawancara dengan Prof. Sutejo, 23 Februari 2019.
"wawancara dengan Pak Winarto, 15 Januari 2019.
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Sekolah ini merupakan sekolah dasar dibawah naungan UPTD Pendidikan
Kecamatan Ungaran Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.
Beberapa hal yang menarik dari pembahasan ini ialah, SD Induk Ungaran 01
merupakan gabungan dari tiga sekolah dari SDN Ungaran 01, SDN Ungaran 03, dan
SDN Ungaran 06, menjadi satu-satunya Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Berbasis
Internasional (RSBI)* yang terdapat di Kabupaten Semarang. Rintisan Sekolah
Berbasis Internasional ialah Sekolah Standar Nasional yang menyiapkan peserta
didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Indonesia dan bertaraf internasional
sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.
Dikatakan sebagai rintisan ialah sekolah-sekolah tersebut dipersiapkan secara
bertahap melalui pembinaan oleh pemerintah atau stake-holders, dalam jangka waktu
tertentu yaitu empat tahun dan dapat diharapkan sekolah tersebut mampu memenubhi
kriteria menjadi Sekolah Berbasis Internasional (SBI).*® Dalam penyeleksian atau
rujukan yang dilakukan oleh pemerintah Semarang, SD Induk Ungaran 01 terpilih
menjadi sekolah RSBI karena memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti halnya
tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi dalam kegiatan belajar mengajar,
termasuk siswa dan para staf guru yang berkompeten. Ketetapan sekolah RSBI
berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Dalam pengalamanya, RSBI tak berlangsung lama, karena ada pembubaran
dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada
tanggal 08/01/2013. Dalam keputusannya MK menyatakan bahwa pasal yang
mengatur RSBI/SBI bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.** RSBI menimbulkan adanya dualisme
pendidikan, tingginya biaya pendidikan menimbulkan diskriminasi pendidikan yang

rentan terhadap penyelewengan dana, pembedaan antara RSBI/SBI dengan non

2\Wawancara dengan Ibu Ristina, 08 Februari 2019.

BKebijakan SBI, http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/KebijakanSBI.pdf,
diakses pada 20 Maret 2019.

YPutusan MK Bubarkan RSBI,
(http://www.jpnn.com/read/2013/01/08/153565//Putusan-MK-Bubarkan-RSBlI,
diakses 21 Maret 2019.)
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RSBI/SBI menimbulkan adanya kestanisasi pendidikan. Hal ini sangat disayangkan
olen pihak sekolah karena dengan adanya status rintisan bertaraf internasional
menentukan bagusnya kualitas yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri.*®
Walaupun status RSBI telah dihapuskan, SDN Ungaran 01 kemudian berubah
menjadi sekolah rujukan, yakni sekolah yang menjadi pusat (centre) dalam hal acuan
cara pengajaran, kurikulum, maupun prestasi akademis dan non akademis untuk
sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang, dan sering kali SD Ungaran 01 ini
mendapatkan kunjungan dari sekolah di luar Kabupaten Semarang.*® Pada bulan
Januari 2015 SDN Ungaran 01, 03, dan 06 mengalami regrouping sehingga menjadi
SD Negeri Ungaran 01. Regrouping ini merupakan ketetapan yang diturunkan oleh
Pemerintah Kabupaten Semarang, karena sebelumnya tiga sekolah ini berada di
dalam satu lokasi yang sama namun berbeda kepemimpinan sekolah dan Pemerintah
Kabupaten Semarang menyarankan untuk berdiri di dalam satu kepemimpinan
sekolah. SDN Ungaran 01 ini pun sangat dikenal dengan segudang prestasi yang
sangat membanggakan. Hal ini terlihat dari piala-piala yang berdiri rapi di dalam satu
ruangan khusus. Sampai pemerintah ini dan kualitas SDN Ungaran 01 tetap terjaga
eksistensinya, sehingga banyak orangtua murid yang berharap bisa menyekolahkan
sang anak di sekolah ini agar sang anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi murid
yang berprestasi.
Dari beberapa pernyataan diatas dirumuskan beberapa permasalahan untuk

penulisan skripsi ini agar berjalan dengan baik dan terarah, yaitu:

1. Bagaimana peran serta masyarakat terhadap, penyelenggaraan pembelajaran
di SD Induk Ungaran 01?

2. Bagaimana peran serta masyarakat tersebut diorganisasikan oleh Komite

Sekolah sehingga SD Induk Ungaran 01 bisa berprestasi sampai tingkat Nasional?

B. Ruang Lingkup
Setiap penulisan sejarah dituntut untuk menentukan batasan-batasan topik agar
diperoleh kejelasan dalam pemahaman. Batasan-batasan yang dimaksud adalah ruang

lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup keilmuan. Penentuan

>Wawancara dengan Pak Winarto, 15 Januari 2019.

®Wawancara dengan Ibu Ristinah, 08 Februari 2019.
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ruang lingkup menjadikan pembahasan lebih praktis dan mempunyai kemungkinan
dikaji secara empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.!’
Berikut ini adalah ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup
keilmuan dalam skripsi ini.

Pertama, lingkup spasial skripsi ini adalah lingkup wilayah Kecamatan
Ungaran. Terletak seluruh SDN 01 Ungaran yang ada di JI. Diponegoro No.4,
Sembungan, Ungaran.

Kedua, lingkup temporal. Secara temporal skripsi ini memfokuskan pada
tahun 2010 sampai 2017 Pengambilan periode awal 2010 dengan pertimbangan
bahwa pada tahun tersebut merupakan tahun status perjalanan SD Induk Ungaran
terjadi, perubahan status sekolah dari Sekolah Dasar menjadi Sekolah Dasar Standar
Nasional hingga menjadi Sekolah Dasar Bertaraf Internasional, dan masa akhir
dihapusnya RSBI kembali menjadi Sekolah Dasar Standar Nasional, dan menjadi
Sekolah Rujukan.

Ketiga, lingkup keilmuan. Lingkup keilmuannya diambil adalah sejarah
pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan ilmu-ilmu sosial bidang pendidikan sangat
dibutuhkan. Dalam hal ini penggunaan ilmu sosial lainnya adalah ilmu sosiologi
pendidikan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas,
maka beberapa tujuan untuk memperjelas fokus analisis penelitian yaitu sebagai
berikut;

Pertama, mengetahui peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan
pembelajaran di SD Induk Ungaran. Kedua, mengetahui peran serta masyarakat yang
dikoordinasi oleh Komite Sekolah dalam mengembangkan prestasi di SD Induk

Ungaran hingga tingkat Nasional.

D. Tinjauan Pustaka
Beberapa pustaka yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti

perlu ditinjau dalam skripsi ini. Relevansi pustaka tersebut tidak hanya berkaitan

YFischer, dalam Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan
Tulisan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), him. 10.
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dengan aspek kajian, tetapi juga metodologi yang digunakan. Beberapa pustaka
tersebut adalah sebagai berikut.

Pustaka pertama adalah karya dari Ary H. Gunawan berjudul Kebijakan-
kebijakan Pendidikan.'® Buku ini menggambarkan kebijakan kebijakan pendidikan
yang diterapkan di Indonesia. Sebagian besar pembahasan dalam buku ini mengenai
pendidikan di Indonesia pasca tahun 1945. Ary H. Gunawan juga mengulas
kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Belanda dan Jepang pada masa
penjajahan. Pendidikan pada kedua masa tersebut turut berpengaruh dalam
membentuk sistem pendidikan nasional di Indonesia, terutama pendidikan
pascaproklamasi 1945 sampai periode sekarang. Relevansi karya Ary H. Gunawan
terhadap skripsi ini adalah memberikan gambaran umum mengenai kebijakan
kebijakan yang diterapkan pada pendidikan Indonesia. Selain itu juga memberikan
gambaran tentang kelemahanan serta kelebihan tentang kebijakan-kebijakan yang
diambil pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan.

Kelebihan dari buku ini adalah, penjelasan per periode di buku ini sangat jelas
dan lengkap. Mulai dari periode 1945 sampai 1966 sampai dengan 2019. Di dalam
buku ini juga terdapat aturan-aturan dan undang-undang tentang pendidikan pada
tahun-tahun tersebut, terdapat pula gambar berwarna untuk memudahkan pembaca
menganalisis, ditulis dengan bahasa yang baku. Kelemahan dari buku ini adalah
banyak sekali kata istilah yang tidak dijelaskan di akhir halaman buku.

Pustaka kedua adalah artikel karya Ahmad Nawawi yang berjudul Peran Serta
Masyarakat dalam Implementasi Pendidikan Inklusif.® Artikel ini menjelaskan peran
serta masyarakat yang terdiri dari orang tua, anggota keluarga, tokoh masyarakat,
para pengusaha, profesional pendidikan, profesional medis, dan stakeholder perlu
digalakan dan ditumbuh-kembangkan secara optimal agar implementasi pendidikan
dapat berlangsung dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat pendidikan
negara. Di dalam artikel ini pun juga dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi

keberadaan Komite Sekolah, stakeholder, dan LSM perlu dipahami oleh suluruh

Gunawan A. H., Kebijakan-kebijakan Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,
1995), hal.21

Nawawi Ahmad, “Peran Serta Masyarakat dalam Implementasi Pendidikan
Inklusif” (Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Universitas Pendidikan Indonesia,
Bandung, 2010).
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masyarakat yang berkepentingan dengan terlaksananya pendidikan yang berkualitas
dan terdapat pula undang-undang atau peraturan yang mendasari kerja sama
kemitraan antara pihak sekolah dengan pemerintah, orang tua, dan kelompok-
kelompok masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.

Pustaka ketiga adalah karya dari Ahmad Susanto berjudul Teori Belajar dan
Pembelajaran di Sekolah Dasar?® Buku ini menggambarkan pembelajaran yang
efektif dan berpengaruh terhadap perkembangan siswa Sekolah Dasar, mengupas
berbagai teori dan konsep pembelajaran secara detail berikut strategi dan metode
pembelajarannya, mulai dari hakikat belajar dan pembelajaran, hakikat pendidikan di
SD, prinsip pembelajaran di SD, pembelajaran IPS di SD, pembelajaran IPA di SD,
matematika, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan pembelajaran
lainnya. Relevansi karya Ahmad Susanto terhadap skripsi ini adalah memberikan arti
penting pendidikan tingkat sekolah dasar di Indonesia. Selain itu juga
mendiskripsikan pengaruh pendidikan sekolah dasar serta pengembangan kreativitas
siswa.

Kelebihan dari buku ini adalah, pengarang menjelaskan secara terperinci dan
detail untuk menjelaskan isi buku ini karena pengarang mengetahui secara jelas teori
belajar pembelajaran di Sekolah Dasar. Kelemahan dari buku ini adalah pengarang
terlalu menjelaskan pengertian secara berulang-ulang walau menurut pendapat orang
yang berbeda. Pengarang pun juga menulis tema yang hampir sama secara berulang.

Pustaka keempat, adalah skripsi yang berjudul “Studi Analisis Peranan Komite
Sekolah SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung” yang disusun oleh Tiara Erwinda.*
Skripsi tersebut menjelaskan peran Komite Sekolah di SD Al-Azhar 01 dalam
menjalankan peranan sebagai bahan pertimbangan dimulai melalui mengadakan
pendataan kondisi sosial ekonomi siswa, menganalisis hasil pendataan, pertimbangan
terhadap kegiatan pembelajaran, pertimbangan terhadap visi misi dan tujuan kegiatan
sekolah serta dalam penyusunan RAPBS. Di dalam skripsi ini juga dijelaskan

mengenai peran Komite Sekolah sebagai controlling agency (badan pengontrol) dan

®Gunawan, A. H., Kebijakan-kebijakan Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,
1995), hal.21

*!Tiara Erwinda, “Studi Analisis Peranan Komite Sekolah SD Al-Azhar 1
Bandar Lampung” (Jurusan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar
Lampung, 2018).
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supporting agency (badan pendukung), yang mana dua peran tersebut menjadi acuan
pokok dalam mengontrol kegiatan di sekolah dengan mengontrol pelaksanaan
program serta mengontrol output pendidikan. Pengadaan rapat dewan Komite
Sekolah yang bertujuan untuk mensosialisasikan keputusan yang akan diambil terkait
dengan pertimbangan-pertimbangan finansial siswa atau besaran biaya sekolah.
Bantuan sarana-prasarana yang didapat dari luar pemerintah, mendukung kegiatan

pembelajaran yang berlangsung didalam sekolah maupun diluar sekolah.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas aspek pendidikan yaitu merupakan suatu sistem yang terdiri
dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana
prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan
partisipasi masyarakat.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti, proses, cara, perbuatan
mempelajari. Perbedaan esensil istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak ajar.
Pada pengajaran guru mengajar, peserta didik belajar, sementara pada pembelajaran
guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisasi lingkungan terjadinya
pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru
menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarinya. Jadi,
subjek pembelajaran adalah peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik.
Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti
halnya pengajaran.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran yang

melibatkan beberapa yaitu: (a). Siswa: seorang yang bertindak sebagai pencari,
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penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; (b)
Guru: seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya
yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif; (c)
Tujuan: pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, afektif) yang
diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran; (d) Isi
Pelajaran: segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk
mencapai tujuan; (e) Metode: cara yang teratur untuk memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai
tujuan; (f) Media: bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan
untuk menyajikan informasi kepada siswa; (g) Evaluasi: cara tertentu yang
digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya.?

Pembelajaran di Sekolah Dasar hendaknya memperhatikan empat prinsip agar
dapat mengetahui
1. Prinsip latar belakang, adalah keadaan siswa telah mengetahui hal lain secara
langsung atau tidak langsung dengan bahan yang akan dipelajari.
2. Prinsip belajar sambil bekerja sangat penting karena pengalaman yang diperoleh
melalui bekerja tidak mudah dilupakan
3. Prinsip belajar dan bermain, penting karena bermain merupakan keaktifan siswa
yang dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan. Suasana seperti ini akan
mendorong siswa untuk belajar lebih giat
4. Prinsip belajar keterpaduan, mengharapkan agar guru dalam menyampaikan materi
hendaknya mengaitkan antara materi yang satu dengan materi yang lain, baik dalam
satu bidang studi maupun dengan bidang studi lainnya. Pemaduan konsep dapat

membuat materi pelajaran lebih bermakna. %

22| estari, Mega, Metode Pembelajaran Siswa (Jakarta: Grafindo, 2012), him
212.

“Mikarsa, S, Perkembangan Pendidikan Sekolah Dasar (Yogyakarta, UGM
press, 2007), him 74.

**Sartono Kartodirdjo, 1lmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: PT
Gramedia Utama, 1992), him. 2.
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Langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah ialah menyediakan
suatu kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan
dipakai dalam membuat analisis tersebut.* Penulisan skripsi ini menggunakan
pendekatan sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan adalah cerita yang tersusun rapi
dari suatu periode ke periode lainnya atau selanjutnya yang berkaitan dengan sebuah
usaha penyelenggaraan pendidikan. Aspek yang dikaji adalah usaha dan rekayasa
manusia dalam mencerdaskan dirinya dan masyarakat sekitarnya, mengembangkan
potensinya, terutama mewariskan kecerdasan dan potensi tersebut kepada generasi
selanjutnya, untuk melestarikan dan mendialektikan tradisi-budayanya.” Proses
dalam dunia pendidikan bagaikan suatu investasi, untuk memperoleh pengetahuan,
kerangka referensi, dan kemampuan berfikir serta mengekspresikan diri. Pendidikan
menjadi penting melalui hidup, khususnya sebagai kebangkitan pribadi pada posisi
yang melibatkan penilaian dan tanggung jawab. Dengan demikian tujuan pendidikan
tidak dapat direduksi hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan pasaran kerja.
Institusi sekolah yang hanya berorientasi pada pemenuhan lapangan kerja akan
meredusir hakikat pendidikan dan kemanusiaan itu sendiri.*® Pendidikan sebagai
proses memanusiakan manusia, dalam perkembangannya banyak menimbulkan
institusi. Salah satu institusi pendidikan adalah lembaga sekolah. Bila keberadaan
sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan
zaman dan masyarakatnya. Keberadaan dan subtansi serta arah pendidikan selalu
mencerminkan warna budaya di mana lembaga pendidikan tersebut berada. Kuatnya
pengaruh budaya cenderung menyebabkan lembaga pendidikan sebagai media
konservasi.?’

Menurut Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun
2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

®Muhammad Rifa’i, Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga
Modern (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), him. 8.

*®Hariyono, Mepelajari Sejarah Secara Efektif (Jakarta: PT Dunia Pustaka
Jaya, 1995), him. 8.

*"Hariyono, Mepelajari Sejarah Secara Efektif, him. 148.
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potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan,
masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau
tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan
dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik
melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.?®

Ketika kebudayaan dan peradaban manusia semakin maju disamping terjadinya
pertumbuhan penduduk dunia yang begitu cepat, yang kemudian menimbulkan
banyak perubahan pada struktur sosial dan ekonomi, maka pola kehidupan
masyarakat terasa semakin hari menjadi semakin sulit dan berat. Masyarakat
berkembang menjadi semakin kompleks dengan sistim pembagian kerja yang tajam,
sehingga orang perlu banyak belajar hal-hal yang baru supaya dapat menyesuaikan
diri dengan masyarakatnya yang selalu berubah. Kemampuan orang tua tidak sama
dan terbatas, disisi yang lain kebutuhan belajar yang dikehendaki oleh warga
masyarakat harus tetap dipenuhi. Sebagai akibatnya muncullah kemudian apa yang
disebut pendidikan formal, pendidikan di sekolah yang sebagian tanggung jawab
pendidikan yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya
dilimpahkan kepada para “cerdik cendekia” yang tergabung dalam organisasi yang
disebut “sekolah”, sehingga sampai dengan saat sekarang ini pun istilah pendidikan
masih sering diinterpretasikan sama dengan sekolah.

Pendidikan formal dengan demikian merupakan sistem pendidikan yang
diselenggarakan oleh lembaga persekolahan yang dalam tindak operasionalnya
memiliki legalitas dan formalitas serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang
diserahi kewajiban memberikan pendidikan. Perangkat ini ditata dan dikelola secara
formal, mengikuti haluan yang pasti dan diberlakukan di masyarakat bersangkutan.
Haluan tersebut tercermin di dalam falsafah dan tujuan, penjenjangan, kurikulum,
pengadministrasian serta pengelolaannya.?® Pendidikan non-formal adalah setiap

kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan, baik yang

?8Rifa’i, Sejarah Pendidikan Nasional, him. 162-163.

»Bambang Sarwoko, Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah (Semarang:
IKIP Semarang Press, 1989), him. 4-5.
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diselenggarakan secara terpisah maupun secara terpadu untuk kegiatan-kegiatan yang
amat penting dalam rangka untuk melayani warga belajar mencapai tujuan belajar.
Pendidikan non-formal hampir selalu berurusan dengan usaha bimbingan,
pembinaan, dan pengembangan warga masyarakat yang mengalami keterlantaran
pendidikan, dari keadaan yang kurang tahu menjadi tahu, dari kurang trampil
menjadi trampil, dari kurang melihat ke masa depan menjadi seorang yang memiliki
sikap mental pembaharuan dan pembangunan.®

Dilihat dari sisi institusi, institusi pendidikan adalah organisasi sistem kegiatan
manusia dalam arti luas, tetap, universal dan tidak terikat satu dengan yang lain
sebagai komponen-komponen yang terdapat secara nyata di dalam suatu unit
kebudayaan. Peranan sekolah sebagai institusi jauh lebih luas daripada sekedar
tempat belajar. Pendirian dan penyelenggaraan sebuah sekolah, pada dasarnya
didukung dan dijiwai oleh suatu kebudayaan tertentu. Sekolah adalah salah satu
bentuk ikatan kerja sama sekelompok orang, yang bermaksud mencapai suatu tujuan
yang disepakati bersama. Sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah tidak boleh
diartikan sekedar sebuah gedung saja, tempat anak-anak berkumpul dan mempelajari
sejumlah materi pengetahuan. Peranan sebagai lembaga pendidikan dibatasi oleh
norma-norma yang terdapat di dalam kebudayaan yang mendukungnya. Peranan
sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi
yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai
manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat.

Hal itu bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang serasi dengan
kebudayaan di lingkungan masyarakat yang menyelenggarakan sekolah sebagai
lembaga pendidikan. Adapun fungsi sekolah adalah meneruskan, mempertahankan
dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat, melalui kegiatan ikut
membentuk kepribadian anak-anak agar menjadi manusia dewasa yang mampu
berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Sekolah tidak

sekadar sebagai berfungsi untuk mempertahankan kebudayaan yang ada, tetapi juga

%%Bambang Sarwoko, Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah, him. 8-9.
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mengembangkannya sesuai dengan martabat manusia yang kehidupannya selalu
dipenuhi dengan kebutuhan yang semakin meningkat.*
Penyelenggaraan pendidikan menjadi Standar Nasional Pendidikan, yaitu ialah
suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Replubik Indonesia. Fungsi dari Standar
Nasional Pendidikan ini ialah sebagai dasar melakukan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang
berkualitas dan tujuan Standar Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakan oleh
pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan Prasekolah sampai
Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis, yang bertanggung
jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik
spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu a) Ke-Tuhan-an Yang
Maha Esa; b) Perikemanusian yang adil dan beradab; c) Kebangsaan; d) Kerakyatan;
dan e) Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek. Tujuan pendidikan
nasional
Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan ialah UU No. 4 tahun 1950
jo UU No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan di sekolah dan UU No. 22
tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya kemudian diatur oleh
keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang Pembinaan Seluruh Pendidikan dan
Latihan yang disusul oleh Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972. Untuk sekolah-sekolah, tujuannya diuraikan
dalam Surat Keputusan Menteri P dan K tentang pembakuan Kurikulum, No. 008
¢/U/1975 untuk sekolah dasar, No. 008d/U/1975 untuk Sekolah Menengah Tingkat
Atas. Untuk Pendidikan Tinggi, dasar dan arah pembinaan serta pengembangannya
diuraikan dalam Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai
dengan Keputusan Menteri P dan K No. 0140/U/1975.%
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan

tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah,

3'Hadari Nawawi,Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas sebagai
Lembaga Pendidikan (Jakarta: PT Gita Karya, 1982), him. 25-27.

%2Moehadi, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah, him. 112.
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pemerintah daerah, dan masyarakat. Maka muncul dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) baik yang berasal dari pemerintah pusat (BOS Nasional) maupun
pemerintah daerah (BOS Daerah) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Secara lebih
detail pengaturan tentang pendanaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 3 tentang biaya
pendidikan. Biaya satuan pendidikan atau unit cost pendidikan yang tertera dalam PP
Nomor 48 tahun 2008 meliputi biaya investasi lahan pendidikan, biaya investasi,
biaya personalia (gaji, tunjangan struktural, dan fungsional), biaya non personalia
(bantuan biaya pendidikan dan beasiswa). Anggaran pendidikan setiap tahunnya
selalu meningkat, sedangkan dana BOS dari pemerintah tidak mencukupi untuk
memenuhi unit cost yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam hal penyelenggaraan
sekolah dan kegiatan pembelajaran. Untuk sekolah berprestasi seperti SD Negeri 01
Ungaran membutuhkan banyak bantuan dana untuk menunjang segala aktifitas yang
dilakukan oleh pihak sekolah. Maka itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan

dengan dibentuknya Komite Sekolah.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu
proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau.®* Metode
Sejarah mencakup empat tahap penting yang harus dilakukan dalam penelitian
sejarah yang meliputi heuristik sebagai tahap pertama. Heuristik adalah kegiatan
mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah.

Dalam heuristik dilakukan pengumpulan sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber Primer adalah sumber yang belum diolah, sementara sumber sekunder
adalah sumber yang sudah diolah dalam bentuk buku-buku, artikel-artikel, dan
sebagainya.®* Sumber-sumber primer dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya,
yaitu sumber benda (bangunan, perkakas, senjata), sumber tertulis (dokumen), dan

%3 ouis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto
(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), him. 32.

%4G.J Reiner, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1997), him. 113.
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sumber lisan (hasil wawancara).*>  Penyajian data dilakukan secara naratif melalui
penyusunan data dan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan.
Verifikasi ulang dilakukan dengan memeriksa ulang hasil wawancara dan studi
pustaka secara seksama, mengatur temuan diantara seperangkat data yang lain, dan
membandingkan temuan dengan hasil penelitian sejenis. Proses itu sekaligus
bertujuan untuk melakukan validasi data, sebab kegiatan dalam verifikasi data
bertujuan untuk mengkaji kebenaran, dan kekokohan, serta kecocokan data.®
Metode penulisan sejarah ini adalah prosedur analitis yang ditempuh sejarawan
untuk menganalisis kesaksian yang ada.

Tahap pertama, heuristik atau penelusuran sumber sejarah adalah suatu teknik
untuk memperoleh jejak-jejak masa lalu.®” sumber-sumber yang digunakan dalam
penelitian ini dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber
sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata-
kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis
seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang
dikisahkannya.®® Sumber primer merupakan sumber yang utama karena menyangkut
validitas, otentisitas, dan kredibilitas dari informasi di dalamnya; sedangkan sumber
sekunder yang akan memperkuat dan melengkapi kekurangan informasi dari sumber
primer.

Pada penelitian ini, penggunaan sumber tertulis yang pertama adalah arsip
profil SD Negeri 01 Ungaran, beberapa dokumen mengenai laporan pertanggung
jawaban yang dimiliki oleh Komite Sekolah, arsip yang berbentuk CD yang di
dalamnya adalah hasil bantuan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Komite

Sekolah. Selain sumber tertulis, penelitian ini juga menggunakan sumber lisan

®Wasino, Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah (Semarang: UNNES Press,
2007), him. 19.

*®*Huberman Miles, Analisis data Kualitatif: Buku sumber tentang metode-
metode baru (Jakarta: Ul Press, 1992), him 16-19.

%G. J. Renier, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1997), him. 113.

%8 Gottschalk, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto, him.35.
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melalui wawancara mendalam. Sumber lisan adalah kesaksian pelaku atau saksi mata
peristiwva yang terjadi, bukan opini atau pendapat pribadi sesorang. Hal penting
dalam tahap ini adalah relevansi antara tema dan sumber yang dikumpulkan.
Semakin banyak informasi yang dapat dikumpulkan semakin mudah pula proses
dalam penulisan sejarah.*® Sumber primer lisan yang diperoleh melalui wawancara
ini digunakan tidak saja sebagai pelengkap tetapi sekaligus pembanding sumber
tertulis.*® Hasil wawancara beberapa tokoh yang representatif diseleksi dan
dibanding-bandingkan, sehingga diperoleh data yang objektif. Wawancara dilakukan
dengan para informan, seperti Winarto sebagai mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01
Ungaran sejak tahun 2013; Sri Dwi Winarsih sebagai mantan Kepala Sekolah SD
Negeri 01 Ungaran sejak tahun 2018; Hadi Astuti sebagai Guru Bahasa Indonesi SD
Negeri 01 Ungaran sejak tahun 2005; Sutejo Kuwait Widodo sebagai mantan ketua
Komite Sekolah sejak tahun 2017; Nurul Fajarwati sebagai anggota Tata Usaha SD
Negeri 01 Ungaran sejak tahun 2005; Rukayah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri
01 Ungaran sejak 2019; Ristinah sebagai guru Wali Kelas VA SD Negeri 01
Ungaran sejak tahun 1990.

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder untuk
melengkapi informasi yang telah diperoleh. Sumber sekunder diperoleh melalui studi
pustaka terhadap buku-buku karya para sarjana dan ahli yang relevan serta artikel-
artikel yang dimuat dalam majalah dan surat kabar sezaman atau bentuk penerbit
yang lain. Sumber-sumber ini berguna untuk melengkapi sumber-sumber primer
dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa
yang diteliti. Sumber sekunder diperoleh dari perpustakaan Departemen Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang, Perpustakaan Widya

Puraya Undip, Perpustakaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Setelah pengumpulan sumber dipandang
cukup, tahap berikutnya dilakukan pengujian sumber (kritik sumber) melalui kritik

ekstern dan intern.** Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentisitas atau keaslian

¥Abdurahman  Suryomihardjo, Pemahaman Bangsa dan Masalah
Historiografi (Jakarta: Idayu, 1975), him.139.

“Gottschalk, Mengerti Sejarah, him.35.
“Gottschalk, Mengerti Sejarah, him.80-117.
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sumber, sedangkan kritik intern dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dalam
dokumen itu dapat dipercaya. Sumber primer yang diperoleh berupa sumber tertulis
(dokumen) disimpan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, sedangkan sumber
primer lisan diperoleh dari para informan yang terlibat langsung dengan pengajaran
pendidikan di SD Negeri 01 Ungaran. Oleh karena itu, setelah proses membanding-
bandingkan informasi antara satu dengan yang lain dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa sumber yang diperoleh tersebut otentik dan kredibel.

Tahap ketiga, interpretasi sumber yang saling mengkait-kaitkan antara fakta
yang satu dengan fakta lainnya. Di dalam tahap ini penyeleksian fakta untuk
mendapatkan relevansi dalam penyusunan topik penulisan sejarah dan melakukan
serialisasi fakta-fakta yang diperoleh. Serialisasi memuat unsur kronologi, kausalitas,
dan imajinasi dalam penyusunan fakta-fakta yang ada. Penelitian sejarah pendidikan
dilakukan secara diakronis dan sinkronis guna memperluas persoalan pendidikan
lebih lanjut. Sejarah pendidikan dimaksudkan untuk mengakibatkan kesadaran,
kesatuan budaya, profesi guru, kebanggaan lembaga pendidikan tertentu. Sejarah
pendidikan erat sekali kaitannya dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial.*?

Tahap keempat adalah penulisan sejarah atau historiografi. Pada tahap ini
fakta-fakta yang telah disintesiskan dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar memudahkan pembaca
untuk memahami upaya rekontruksi penulisan. Sejarah pendidikan masih
menggunakan pendekatan lama atau tradisional yang umumnya diakronis yang
kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran besar dalam
pendidikan, atau sejarah dari sistem pendidikan dan lembaga-lembaga, atau sejarah
perundang-undang dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. Pemerintah
ditujukan kepada masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan, yang dampak-
dampaknya (positif atau pun negatif) dirasakan terutama oleh masyarakat.** Melalui
penulisan sejarah ini, diharapkan peran serta masyarakat dalam pengembangan

sekolah berprestasi SD Negeri 01 Ungaran dapat dipahami secara bulat dan utuh

*2Suhartono W. Pranoto, Teori & Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Graha
lImu), him.97.
*3sjamsuddin, Metodologi Sejarah, him.260.
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G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah
Berprestasi di SD Induk Ungaran dari Tahun 2010-2017”. Untuk memudahkan
pemahaman, maka penulisan dibagi dalam lima bab sebagai berikut.

Bab | merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan,
ruang lingkup, tinjauan pustaka, pendekatan, metode penelitian dan sistematika
penulisan.

Bab Il berisi selayang pandang Sekolah Dasar Induk Ungaran dari sejak
menjadi tiga sekolah berbeda 2010-2017 di Kabupaten Semarang. Bab ini membahas
tentang kondisi geografis dan demografis, kondisi sosial-ekonomi, dan kondisi
sosial-budaya masyarakat Kabupaten Semarang. Bab ini dibangun sebagai konteks
dari kondisi SDN 01 Ungaran, SDN 03 Ungaran, SDN 06 Ungaran tahun 2010
mengubah nama menjadi SD Negeri 01 Ungaran yang berprestasi pada tahun 2017.

Bab Il membahas mengenai kisah pendirian sekolah dan dinamika pendidikan
yang terjadi SD Induk Ungaran tahun 2010-2017 dan menceritakan sedikit mengenai
perubahan status sekolah yang dialami oleh SD Induk Ungaran. Bab ini memiliki tiga
sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai kebijakan pendidikan nasional dan
pendirian Sekolah Dasar Negeri Induk Ungaran; Sub-bab kedua membahas profil
yang dimiliki oleh SD Induk Ungaran di dalamnya akan dibahas mengenai sarana
dan prasarana yang dimiliki oleh pihak sekolah, visi dan misi Sekolah Dasar Induk
Ungaran, struktur organisasi; dan Sub-bab ketiga akan membahas strategi kurikulum
yang diberlakukan di SD Induk Ungaran.

Bab IV akan dibahas mengenai peran serta masyarakat dalam menunjang
prestasi SD Negeri 01 tahun 2010-2017, dalam bab ini akan menceritakan dinamika
yang terjadi di dalam badan Komite Sekolah dan pengembangan prasarana serta
peningkatan kualitas pembelajaran.

Skripsi ini ditutup dengan Bab V yang berisi simpulan. Bab ini menyampaikan

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam skripsi ini.



